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- / | — Jakarta, MIMBAR - Dewan Kehormatan
Dewan Kehormatan Penyelenggara ; \ B . .
Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi i f ' b Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan

emecatan kepada KPU RI Hasyim Asy’ari 4 \ ! . . :
ferkait ol gari bereribiil b‘;r_ y I oAl = : : -_ sanksi pemecatan kepada Ketua Komsi

inisial CAT. Putusan tersebut dibacakan M, s AR 3 | Bl Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari
Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang A RO { N ¢ ' . . e ..
pengucapan putusan di Gedung DKPP, j YA e . Tt R N terkait aduan dari perempuan berinisial CAT

fﬁg&“ﬁ;ﬁf:#éi’ggf < yang merupakan seorang Anggota Panitia
Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag,

Belanda.
B Bersambung ke Hal 11
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Suara Y
ISTANA Kepresidenan
merespons putusan Dewan
Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) yang
menjatuhkan sanksi
pemecatan kepada Ketua
KPU Hasyim Asy’ari
yang terbukti melakukan r
pelanggaran Kode Etik ‘
dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara
Pemilu.
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KEBAKARAN RUMAH KELUARGA WARTAWAN

TNI Tunggu
Hasil Investigasi

Jakarta, MIMBAR - TNI menunggu hasil in-
vestigasi terkait dugaan keterlibatan anggota dalam
kebakaran rumah milik Sempurna Pasaribu, wartawan
media Tribrata TV di Kecamatan Kabanjahe, Kabu-
paten Karo, Sumatera Utara.

Dalam insiden itu, empat orang tewas terbakar yakni
Sempurna Pasaribu (40), istrinya Eprida Br Ginting -
(48), anaknya Sudiinveseti Pasaribu (12) dan cucunya v //1
bernama Lowi Situngkir (3). ; 4‘-

Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar men- “;:p

Al Ul

gatakan, terlalu dini untuk menghakimi keterlibatan
anggota. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak

KontraS dan LBH Padang melaporkan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono ke Divisi Propam PoIr| Mabes Polri, Jakarta,
Rabu (3/7/2024). (KOMPAS.com)

membiarkan proses penyelidikan berjalan.
DIDUGA LANGGAR ETIK

Kapolda Sumbar Dilapor ke Propam

RI-Malaysia
Sepakat Bagi 2
Pulau Sebatik

Medan, MIMBAR - Menteri Luar
Negeri RI Retno Marsudi menyatakan
pembahasan mengenai batas darat
Indonesia dan Malaysia akhirnya
rampung. Salah satu kesepakatannya
adalah membagi dua Pulau Sebatik
yang merupakan wilayah timur Provinsi
Kalimantan Utara.

\,
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Padang, MIMBAR - Kapolda dilayangkan tim Advokasi mengadukan Kasat Reskrim
Sumatera Barat Irjen Suharyono Koalisi Masyarakat Sipil Anti Polresta Padang dan Kanit
diadukan ke Divisi Profesi dan Penyiksaan dan teregister dengan  Jatanras Satreskrim Polresta
Pengamanan (Propam) Polri nomor: SPSP2/002933/V11/2024/  Padang ke Propam Polri.
terkait dugaan pelanggaran BAGYANDUAN tanggal 3 Juli “Karena selama proses hukum
/ R\ etik dalam proses pengusutan 2024. yang dilakukan Polresta Padang
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar di sela-sela cof- kasus kematian siswa SMP Afif Kepala Divisi Hukum KontraS ~ maupun Polda Sumbar,
fee morning dengan media di Markas Puspen TNI, Jakarta Maulana. Andrie Yunus selaku pelapor
Timur, Rabu (3/7/2024). (KOMPAS.com) Pengaduan tersebut mengatakan pihaknya juga turut B Bersambung ke Hal 11

Tragedi Kebakaran 2 Rumah Wartawan Sumut Dahlan
i Berita Dinanti, Kritis Dihabisi Iskan

. [ ]
Subuh : 04:58 WIB Maghrib : 18:42 WIB P h
Zuhur : 12:33 WIB Isya : 19:57 WIB Oleh: M. SYAHRIR (Ketua DKP PWI Sumut) enu l

Ashar : 15:58 WIB B Untuk kota Medan sekitarnya ]
TAHUN ini, 2024 tak ubahnya bingkai suram kemerdekaan pers yang Panggllan
diamanahkan UU. Dua peristiwa kebakaran rumah wartawan terjadi di

kabupaten Karo dan Labuhan Batu Sumatera Utara ini bakal menjelma menjadi KPK
[ [ n . . . . . . . .
sejarah buruk perjalanan pers Indonesia dipenghujung kepemimpinan Presiden
P - Joko Widodo jika tak diungkap secara transparan. Jakarta. MIMBAR - Mantan

Menteri BUMN Dahlan Iskan memen-
uhi panggilan tim penyidik KPK untuk
menjalani pemeriksaan sebagai saksi
dalam kasus dugaan korupsi pengadaan

Pers nasional berkabung,

H i n d a ri Zi n a nuran.inya tersentuh, nalurinya

bergejolak bahkan menjurus

; pada sikap skeptis. Dua tragedi ; :
Oleh Dr A Rasyid, MA kebakaran rumah 2 wartawan di Il;lcrltueﬁ’ed N}:‘t‘tl)ral S‘;‘S (LNG) di PT
SEBAGALI pejabat negara tentu Sumatera Utara ini merenggut € Bamcina’ ka u ( ) )- "
saja banyak godaan sebagai cobaan 4 nyawa, masih meninggalkan D hler f[‘,s]';lr da'nGpiin auail/[ Wah %W?P};
terhadap keimanan, boleh jadi misteri; terbakar atau dibakar. K% Kanac;aa ui(ulel élg% Wf;gl belrlté stan
? dicoba dengan uang yang nilainya o Ka terbakar akibat kelala- den, aIl:l hu’gn la diantar dengan mgbil
I . tak terhingga dan boleh jadi ian pemilik rumah, bagaimana g jan. g .
“‘)' 4 godaan wanita. Peluang bagi dengan rangkaian proses jurnalis- B Bersambung ke Hal 11
pejabat untuk tergoda tentu tik yang terjadi sebelum peristiwa
saja cukup besar. Sebagai pejabat kebakaran yang dialami korban?
godaan-godaan tersebut harusnya Sekali lagi, benarkah kelalaian %
dihindari jika tidak ingin berdampak murni? .
buruk pada karir. Tergres, rumah wartawan
Tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita media online Tribrata TV (27/6/2024) terbakar habis. cucunya Loin Situngkir (3) B Sama dengan bongak!!!
semua mendengar berita para pejabat tersandung Rico Sempurna Pasaribu (40) Tragisnya, Rico bersama istrinya  meninggal dunia akibat terbakar.
yang berlokasi di Kabanjahe Efprida br. Ginting (48), anaknya B Hehehe...
W Bersambung ke Hal 11 Kabupaten Karo, Kamis dinihari  Sudiinveseti Pasaribu (12) dan W Bersambung ke Hal 11
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Koordinator Staf Khusus
Presiden Ari Dwipayana me-
mastikan pemerintah menghor-
mati keputusan DKPP terhadap
Hasyim. Putusan itu buntut dari
aduan dari perempuan berinisial
CAT yang merupakan seorang
Anggota Panitia Pemilihan
Luar Negeri (PPLN) Den Haag,
Belanda.

“Mengenai sanksi pember-
hentian tetap untuk Ketua KPU
Hasyim Asy’ari oleh DKPP
akan ditindaklanjuti dengan
penerbitan Keputusan Presiden,”
kata Ari dalam keterangannya,
Rabu (3/7).

Namun Ari tidak merinci
kapan Keputusan Presiden itu
akan diterbitkan Presiden Joko
Widodo, mengingat dalam poin
tiga putusan, DKPP meminta
Presiden melaksanakan putusan
ini paling lama 7 hari sejak
putusan ini dibacakan.

Ari kemudian juga memas-
tikan pemecatan Hasyim tidak
mempengaruhi gelaran Pilkada
serentak 2024. Kontestasi politik
itu akan tetap dilaksanakan
sesuai jadwal merujuk Peraturan
KPU Nomor 2 Tahun 2024.

Yakni, pemungutan suara
Pilkada 2024 jatuh pada tanggal
27 November 2024. Dilanjutkan

penghitungan dan rekapitulasi
suara yang dijadwalkan pada 27
November-16 Desember 2024.

“Pemerintah memastikan
Pilkada Serentak tetap ber-
langsung sesuai jadwal, karena
terdapat mekanisme pemberhen-
tian antar waktu untuk mengisi
kekosongan anggota KPU,”
ujar Ari.

DKPP resmi menjatuhkan
sanksi pemecatan kepada
Hasyim Asy’ari terkait aduan
dari perempuan berinisial CAT
yang merupakan seorang Ang-
gota PPLN Den Haag, Belanda.

Putusan itu dibacakan
Ketua DKPP Heddy Lukito
pada sidang pengucapan putusan
di Gedung DKPP, Jakarta,
Rabu (3/7). Heddy mengatakan
Hasyim selaku teradu terbukti
melakukan pelanggaran Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilu.

DKPP dalam putusannya
menyatakan ada hubungan seks
antara Hasyim dengan seorang
Anggota PPLN Den Haag inisial
CAT itu.

DKPP mengatakan hubun-
gan badan dilakukan secara
paksa di kamar hotel tempat
Hasyim menginap pada 3
Oktober 2024. Saat itu, Hasyim
berada di Den Haag berkaitan
dengan kepemiluan. (cnni/js)

Dahlan Iskan...
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Dahlan irit bicara ketika
dikonfirmasi agenda pemerik-
saannya hari ini.

“Nanti saja ya,” ujar Dahlan
di Kantor KPK.

Pemeriksaan tersebut untuk
melengkapi berkas perkara
penyidikan kasus dugaan
korupsi pengadaan LNG di
PT Pertamina. Selain Dahlan,
KPK juga memanggil satu saksi
lain atas nama Yudha Pandu
Dewanata.

KPK mengembangkan
kasus dugaan korupsi terkait
pengadaan LNG di PT
Pertamina tahun 2011-2021
dengan menetapkan dua orang
penyelenggara negara sebagai
tersangka.

Para tersangka dimaksud
ialah Direktur Gas PT Per-
tamina periode 2012-2014 Hari
Karyuliarto dan Senior Vice

President (SVP) Gas & Power
PT Pertamina tahun 2013-2014
Yenni Andayani.

Mereka diduga telah
melakukan perbuatan melawan
hukum sehingga merugikan
keuangan negara.

“Bahwa terkait dengan
pengembangan tersebut, KPK
telah menetapkan 2 tersangka
penyelenggara negara dengan
inisial HK dan YA,” kata Juru
Bicara KPK Tessa Mahardhika
Sugiarto, Selasa (2/7).

Sebelum ini,majelis hakim
Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta
Pusat menghukum Direktur
Utama PT Pertamina periode
2009-2014KarenAgustiawan
dengan pidana sembilan tahun
penjara dan denda sebesar
Rp500 juta subsider tiga bulan
kurungan. Vonis tersebut belum
inkrah lantaran Karen dan KPK
menyatakan banding. (cnni/js)

RI-Malaysia Sepakat...
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Wilayah Indonesia berada
di bagian selatan Pulau Sebatik,
sementara Malaysia mengua-
sai wilayah utara pulau itu.
Dalam keterangan yang dirilis
Kementerian Luar Negeri R,
Menlu mengatakan negosiasi
mengenai dua segmen darat
yakni Pulau Sebatik dan Sungai
Sinapad-Sesai telah mencapai ta-
hap akhir. “Terkait dengan batas
darat khususnya di segmen West
Pillar ke AA2 (di Pulau Sebatik),
proses teknis sudah selesai atau
proses teknis sudah mencapai ta-
hap akhir. Langkah selanjutnya,
kedua pihak akan menyiapkan
field plan yang akan digunakan
sebagai lampiran MOU,” kata
Retno saat kunjungan kerja ke
Malaysia, Rabu (3/7).

“Kita berharap, proses-proses
tersebut dapat diselesaikan
menjelang Pertemuan Para
Pemimpin kedua negara tahun
ini,” lanjut Retno.

Pemerintah Indonesia terus
berupaya menyelesaikan tujuh
segmen batas wilayah negara

Hindari Zina

DariHalaman 1

kasus korupsi sehingga
harus meringkuk di rumah
tahanan,baik prjabat daerah
maupun pejabat pusat.

Dalam beberapa hari
ini selain pengungkapan
masalah kasus korupsi,
tersiar berita seorang
Ketua KPU harus turun dari
jabatan karena ketahuan
melakukan tindak asusila
hubungan badan dengan
wanita di luar negeri.

Ketua KPU RI Hasyim
Asy’ari mendapatkan
putusan etik dari Dewan
Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu (DKPP) berupa
sanksi pemberhentian tetap.
Hasyim dianggap terbukti
memaksa anggota PPLN
Belanda wilayah Den Haag
untuk berhubungan badan.

DKPP menerangkan
pemaksaan hubungan badan
itu terjadi pada 3 Okto-
ber 2023. Saat itu, DKPP
tengah menggelar bimb-
ingan teknik (bimtek) di
Den Haag. Sungguguh kita
tidak menyangka sebelum
peristiwa itu dilakukan
seorang sekeliber Hasyim
Asy’ari. Tapi ini adalah

yang berstatus Outstanding
Boundary Problems (OBP)
dengan Malaysia.

Dari tujuh segmen batas
tersebut, empat segmen berada
di Kalimantan Barat atau Sektor
Barat dan tiga segmen di Kalim-
antan Utara atau Sektor Timur.

Di Pulau Sebatik, Indone-
sia menginginkan garis batas
pada posisi lintang 4° 10’ dan
mengembalikan posisi existing
pilar ke garis lintang 4° 10°.
Sementara Malaysia mengingin-
kan garis batas sesuai dengan
existing pillar.

Konsekuensinya, garis batas
bergeser ke arah utara mencakup
wilayah seluas kurang lebih
112,5 hektar dan sesuai dengan
klaim wilayah Indonesia.

Penyelesaian masalah ini pun
tinggal menunggu penandatan-
ganan MoU antara pemerintah
RI dengan pemerintah Malaysia.
Indonesia akan mendapatkan
hak atas wilayahnya berdasarkan
prinsip ‘Uti Possidetis Juris’
seluas + 121 hektar, sedangkan
Malaysia mendapatkan seluas +
5,7 hektar.(cnni/js)
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kenyataan pahit yang di-
alami Hasyim.

Ayat Alquran telah
mengingatkan bagi kita se-
mua untuk senantiasa tidak
mendekati zina sebagai fir-
man Allah; Dan janganlah
kamu menghampiri zina,
sesungguhnya zina itu ada-
lah satu perbuatan yang keji
dan satu jalan yang jahat
(yang membawa kerosakan)
Surah al-Isra’, 17:32

Ibn Kathir dalam Tafsir-
nya bahawa Allah melarang
para hamba-Nya daripada
melakukan zina dan juga
perkara yang membawa
dekat kepada zina seperti
sebab-sebab dan seruan-
seruannya. Rujuk Tafsir
al-Azim (5/72).

Perbuatan zina dan
pergaulan bebas termasuk
perbuatan yang sangat
buruk dan tercela dan juga
dilarang oleh Allah Swt,
Jika melakukannya akan
menyebabkan hancurnya
kehidupan pribadi kita dan
merusak tatanan hidup
masyarakat, Bahkan si
pelaku bisa dikucilkan oleh
masyarakat setempat, dan
mendapatkan laknat dari
Allah, ***
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Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito
pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP,
Jakarta, Rabu (3/7). Heddy mengatakan Hasyim selaku
teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Mengabulkan pengaduan pengadu untuk selu-
ruhnya,” ujar Heddy saat membacakan putusan.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada
teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Ang-
gota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan
ini dibacakan,’vimbuh Heddy.

Poin tiga putusan, Presiden Jokowi diminta mel-
aksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan
ini dibacakan. “Memerintahkan Badan Pengawas Pe-
milihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan
ini,” demikian poin keempat putusan.

DKPP dalam putusannya menyatakan ada hubun-
gan seks antara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Hasyim Asy’ari dengan seorang Anggota PPLN Den
Haag inisial CAT. DKPP mengatakan hubungan badan
dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim
menginap pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Hasyim
berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan.

Kemudian, Hasyim menghubungi CAT dan me-
mintanya datang ke kamar hotelnya. Di sana, Hasyim
disebut merayu dan memaksa hingga akhirnya terjadi
hubungan badan.

“Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebutDKPP
menilai telah terjadi hubungan badan antarateradu dan
pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan
bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20 dan P21,” kata ang-
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“Kami serahkan kepada bagian yang menye-
lidiki saat ini, kita menunggu semuanya, terlalu
dini kita judge, biarkan proses berjalan, kami
akan menunggu semua lembaga yang saat ini se-
dang bekerja,” kata Gumilar usai coffee morning
di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (3/7).

Dalam rilis yang dikeluarkan Dewan Pers, Tim
pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis
(KKJ) Sumut yang terdiri dari Aliansi Jurnalis
Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi
(IJTT) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI)
Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia
(FJPI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan,

DKPP Pecat...

gota anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo. DKPP tidak
menjelaskan detail bukti-bukti tersebut.

TERBUKTI BERHUBUNGAN BADAN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Hasyim Asy’ari terbukti berhubungan badan
dengan CAT, Anggota PPLN Den Haag.

DKPP mengatakan peristiwa itu terjadi pada 3
Oktober 2023 di Belanda. Awalnya, KPU menggelar
acara bimbingan teknis PPLN di Den Haag, Belanda,
pada tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023.

Hasyim disebut hadir pada 3 Oktober dan mengi-
nap di sebuah hotel di Amsterdam. Kemudian pada
tanggal itu, CAT selaku pengadu mengaku dihubungi
oleh Hasyim pada malam hari. Dia diminta mendatangi
kamar hotel Hasyim.

CAT disebut datang menemui Hasyim di
kamarnya. Keduanya berbincang di ruang tamu kamar
hotel tersebut.

“Dalam bincang tersebut teradu merayu dan
membujuk pengadu untuk berhubungan badan. Pada
awalnya, pengadu terus menolak, namun teradu tetap
memaksa pengadu untuk hubungan badan,” kata ang-
gota DKPP Ratna Dewi Pettalolo.

Hasyim telah membantah dugaan pemaksaan
hubungan badan. Namun, DKPP menyatakan hal itu
benar terjadi berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta.

“Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut DKPP
menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dan
pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan
bukti P15A, P15B, P15C, P16, P20 dan P21,” kata
Ratna. DKPP tidak menjelaskan detail bukti-bukti

TNI Tunggu...

disebut telah dilakukan verifikasi dan pendalaman
kasus kebakaran tersebut.

Dari hasil investigasi ditemukan sejumlah
fakta, bahwa kasus kebakaran yang menewaskan
4 orang itu terjadi setelah korban memberitakan
perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting,
Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe,
Kabupaten Karo, Sumatra Utara dan diduga kuat
melibatkan oknum TNI.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi
Wahyudi mengatakan Polda Sumut bersama
Polres Tanah Karo mendirikan posko pengaduan
untuk mengungkap penyebab kebakaran.

“Posko pengaduan ini dibuat dengan tujuan
untuk menerima laporan dari masyarakat yang

tersebut.

Hasil sidang pun menyatakan Hasyim terbukti
melakukan tindakan asusila terhadap pengadu. DKPP
menyebut terjadi hubungan badan secara paksa antara
Hasyim dan pengadu.

DKPP memutuskan menerima pengaduan pengadu
untuk seluruhnya, dan menjatuhkan sanksi pemecatan
atau pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU
untuk Haysim. (cnni/js)

Hasyim: Terima Kasih DKPP

HASYIM Asy’ari mengucapkan terima kasih
kepada kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) yang telah memecatnya dari jabatan
Ketua KPU.

DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap
Hasyim karena terbukti melanggar Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yaitu ber-
hubungan badan dengan anggota PPLN Den Haag.

Hasyim mengucap rasa syukur dan berterima kasih
kepada DKPP karena keputusannya telah membebas-
kan dia dari tugas-tugas berat penyelenggaraan pemilu.

“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan,
mengucapkan, alhamdulillah dan saya mengucapkan
terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan
saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU
yang menyelenggarakan pemilu,” kata Hasyim dalam
keterangan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta,
Rabu (3/7).

“Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini
berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada
kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan
saya mohon maaf,” ujar Hasyim. (cnni/js)

merasa mengetahui ataupun memiliki bukti-bukti
baru dalam peristiwa kebakaran tersebut. Silakan
masyarakat memberikan informasi apapun terkait
peristiwa kebakaran itu, bahkan keluarga korban
menyerahkan proses penanganan kepada Polisi,
polisi minta semua tidak berspekulasi, polisi
bekerja dengan berbagai pendekatan ilmiah,” kata
Hadi.

Hadi juga menyatakan polisi masih men-
dalami kasus itu dengan metode scientific crime
investigation.

“Asistensi Ditreskrimum Polda Sumut ber-
sama Penyidik Polres tanah Karo terus bekerja,
sejumlah fakta terkait peristiwa kebakaran sudah
didapatkan polisi,” ujarnya.(cnni/js)

Kapolda Sumbar...
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kami melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang
mengarah pada pelanggaran etik,” kata Andrie kepada
wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/7).

Andrie mengatakan, salah satu dugaan pelanggaran
yang dilakukan Suharyono yakni menggiring opini
publik untuk mencari siapa yang memviralkan kasus
kematian Afif.

Padahal, kata dia, seharusnya Polda Sumatera
Barat dapat langsung melakukan investigasi secara
mendalam dan menyelidiki dugaan penyiksaan yang
menyebabkan Afif tewas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Pa-
dang Indira Suryani menyebut dugaan pelanggaran etik
lainnya ialah pernyataan Suharyono yang dinilai kerap
berubah-ubah terkait kasus kematian Afif.

“Sehingga membuat institusi Polda Sumbar semak-
in tidak dipercaya. Kemudian tergesa-gesa mengambil

Dari Halaman 1

Dinihari itu, seorang wartawan dan 3 buah
hatinya terpanggang merenggang nyawa.

Asumsi dan alibi terhadap kasus kebakaran
yang menewaskan Rico dan 3 keluarganya
pun berkembang, dikaitkan dengan sejumlah
pemberitaan media online yang dilakukan korban
sebelum peristiwa kebakaran itu terjadi.

Rentetan pemberitaan judi di Karo ini seakan
beririsan dengan peristiwa kebakaran rumah Rico,
namun penyebab terjadinya peristiwa kebakaran
ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum
disampaikan aparat kepolisian ke publik.

Di luar kasus kebakaran di Karo, persisnya di-
hari yang sama, Kamis dinihari (21/3/2024) atau
berjarak 3 bulan 6 hari, rumah Junaidi Marpaung,
wartawan media online Utama News anggota
PWI Sumut di Kota Rantau Prapat Kabupaten
Labuhan Batu terbakar habis. Untungnya, Junaidi
Marpaung bersama anak istrinya berhasil selamat
setelah menerobos kobaran api yang membakar
rumahnya.

Asumsi dan alibi juga berkembang, malah
bergeser pada keseriusan aparat kepolisian Polres
Labuhan Batu yang terkesan ‘separoh hati’ men-
gungkapnya dikarenakan sudah lebih dari 3 bu-
lan peristiwa kebakarannya belum diungkap ke
publik. PWI Sumut beraksi keras atas peristiwa
kebakaran ini dan meminta Kapoldasu mengung-
kap fakta sebenarnya. Terbakar atau dibakar?
Lagi-lagi pertanyaan yang sama dilontarkan.

AJI Medan, melalui Komite Keselamatan Ju-
rnalis Sumatera Utara (KKJ Sumut) pun melaku-
kan investigasi terhadap kasus ini. Mereka turun
ke lapangan, melakukan wawancara kepada kor-
ban hingga mengikuti jejak digital di facebook.

Dalam unggahannya 3 hari sebelum peristiwa
kebakaran, korban mengupdate status pribadi
difacebooknya; “Hayo ngaku, bisnis harammu
terganggu ya, makanya ngancam-ngancam diba-
lik akun palsu.”

Ditambah emotion tertawa disertai gambar
kartun. Berselang kemudian korban melakukan
siaran live di facebooknya dan menyinggung kata
narkoba.

“Terganggu kau ya, mainanmu, narkobamu
terganggu. Macam betul aja kau. Kau pikir eng-
gak kucari juga kau. Kau tengok ya,” kata korban.

Akibat kebakaran itu, kini Junaidi Marpaung
beserta anak istrinya terpaksa harus menump-
ang dirumah orangtuanya karena semua harta
termasuk mobil pribadinya yang baru habis
masa cicilan hangus terbakar. Beberapa hari lalu,
Dandim 0209/LB menginisiasi pembangunan
kembali rumah Junaidi Marpaung ditandai
dengan peletakan batu pertama. Bantuan dari
para pihak dan simpatisan ini setidaknya menjadi
pemicu semangat yang bersangkutan untuk tetap
menjalankan profesinya.

Terbakar? Dibakar? Judul tulisan ini dipantik

kesimpulan tanpa memeriksa keseluruhan saksi yang
terlibat dalam tragedi malam itu di kuranji,” ucapnya.

Karena itu, Indira berharap pengaduan tersebut
ke Propam Polri akan membuat kematian Afif terang
benderang. Ia juga berharap perintah Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo agar tidak ada yang ditutupi dapat
dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran.

“Tidak ada proses untuk melawan balik keluarga
korban, tidak ada proses utk berusaha menutup kasus
ini segera mungkin,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Suharyono mempersilahkan
jika ada pihak yang melaporkan dirinya ke Propam
Polri. Ia mengatakan seluruh keterangan yang disam-
paikan ke publik dilakukan berdasarkan alat bukti yang
bisa dipertanggungjawabkan.

“Silahkan (diadukan). Saya bukan pelaku kejahatan,
saya pembela kebenaran. Kami bertanggung jawab,
bahwa kami yakini berdasarkan kesaksian dan barang
bukti yang kuat, Afif Maulana melompat ke sungai un-

Berita Dinanti...

Dahlan Iskan, wartawan senior pada edisi tanggal
01 Juli 2024. Pak Dis, panggilan akrab Dahlan Is-
kan menulis datar tapi tajam, faktual berdasarkan
informasi, konfirmasi dan klarifikasi dari jejaring
yang dimilikinya saat memimpin Jawa Pos Grup.
Pantas jika Pak Dis menulis, akurasi data dan fak-
tanya nyaris sempurna karena jejaringnya lengkap
menyebar di seantero negeri.

Pak Dis tak menghakimi, tak juga menggiring
opini. Dia hanya menyampaikan fakta dan kon-
firmasi lapangan. Jika ada rasa kecurigaan, seper-
tinya sah-sah saja dan kerja jurnalisme investigasi
pun akan terus dilakukan Pak Dis bersama media
lain untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Tak Cuma Pak Dis secara personal, Dewan
Pers pun, Selasa (2/7/2024) menggelar konferensi
pers dan meminta Kapolri, Panglima TNI dan
Pangdam membentuk tim penyelidikan secara
adil dan imparsial. Tak hanya itu, Komnas HAM
pun mulai tergelitik dengan dalih ada indikasi
ancaman bagi warga masyarakat dalam meny-
ampaikan hak kebebasan berekpresi dan berpen-
dapat.

Sebelumnya, organisasi profesi wartawan sep-
erti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi
Jurnalis Independen (AJT), Ikatan Jurnalis Televisi
Indonesia (IJTT), Pewarta Foto Indonesia (PFI)
secara nasional maupun ditingkat Provinsi Su-
matera Utara dan lembaga-lembaga profesi lain
terus menindaklanjuti pemberitaan melalui media
online, TV dan cetak menelusuri dan mengikuti
perkembangan kasus ini.

Dua peristiwa kebakaran terhadap rumah
wartawan ini benar-benar mengguncang nilai-
nilai patriotisme para wartawan sebagai penjaga
pilar demokrasi. Dua tahun lalu, bertepatan
puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9
Pebruari 2023, Presiden RI Joko Widodo bersama
seabreg tokoh-tokoh nasional seakan makin
mengkukuhkan tagline HPN; “Pers Merdeka,
Demokrasi Bermartabat,” sebagai simbol ke-
merdekaan pers yang tentu saja membuat para
wartawan makin bersemangat untuk memberi-
takan apa saja asalkan tetap mengaju pada Kode
Etik Jurnalistik (KEJ).

Prinsip pemberitaan yang independen, bebas
dan bertanggungjawab inilah yang menjadi
kekuatan pers. Tak cuma itu, bak gayung ber-
sambut, pada peringatan HPN 2024 di Jakarta,
Presiden Jokowi memberi sinyal yang membang-
gakan bagi pers nasional; “Beritakan fakta apa
adanya, tapi bukan mengada-ada, bukan asumsi-
asumsi, bukan seolah-olah ada.”

Itulah nilai-nilai kenyamanan yang diberi-
kan negara bagi profesi kewartawanan. Sikap
profesional harus kita patrikan dalam diri saat
melaksanakan aktifitas pers. Katanya, aktifitas
jurnalistik dilindungi UU, kemerdekaan pers
dijamin negara, termasuk kekhawatiran akan di-
bredel pemerintah lagi. Pers bebas, namun harus
bertanggung jawab.

tuk mengamankan diri sebagaimana ajakannya kepada
Adhitya,” kata dia.

Sebelumnya seorang siswa SMP berusia 13 tahun,
Afif Maulana (AM), ditemukan tewas dengan kondisi
luka lebam di bawah jembatan Batang Kuranji, Kota
Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (9/6) siang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menduga
korban meninggal dunia karena disiksa anggota
Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli
pencegahan tawuran.

Buntut peristiwa ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo memerintahkan tim dari Mabes Polri untuk
ikut mengecek pengusutan kasus dugaan penganiayaan
oleh anggota Polda Sumatera Barat terhadap siswa Afif
hingga tewas.

Sigit menjelaskan tim yang dikerahkan untuk
melakukan supervisi itu terdiri dari Inspektorat Penga-
wasan Umum (Itwasum) hingga Profesi dan Penga-
manan (Propam) Polri. (cnni/js)

Lantas, bagaimana rangkaiannya dengan peri-
stiwa kebakaran 2 rumah wartawan diatas? Jika
peristiwa kebakaran itu murni keteledoran atau
kelalaian pemilik rumah, pemberitaan biasa saja.
Setidaknya atas nama wartawan kami berempati,
bergotong royong memberi bantuan untuk me-
ringankan beban korban, karena peristiwa yang
sama bisa saja terjadi kepada siapa saja, termasuk
wartawan.

Tapi, jika rumah dan mereka memang benar
sengaja akan dibakar untuk membungkam pem-
beritaan, harus sesadis itukah memperlakukan
profesi wartawan? Tidakkah ada hak-hak publik
yang bisa digunakan berdasarkan UU Pers? Atau
berandai-andai pelakunya adalah mafia, bisakah
mereka sesuka hati menjalankan hukum rimba di
negeri kita?

Mudah-mudahan asumsi-asumsi seperti ini
tak terbersit dipikiran. Kami masih menaruh
kepercayaan tinggi kepada pihak kepolisian untuk
dapat mengungkapnya.

Sebagai ilustrasi, peristiwa pembunuhan Mara
Salem Harahap (Marsal) wartawan/pemilik media
online Lassernews.com pada Sabtu (19/6/2021) di
Karang Anyer Simalungun Sumatera Utara yang
melibatkan mantan Cawalikot Siantar dan oknum
TNI terkait kasus narkoba bisa diungkap dan
pelakunya sudah dijatuhi hukuman seumur hidup.

Dalam fakta persidangan korban ditembak
mati karena selalu memberitakan sarana hiburan
milik pelaku, namun terungkap korban acapkali
meminta kompensasi dalam bentuk uang dan
narkoba sebagai bargaining dari pemberitaan.

Terlepas aktifitas jurnalistik Marsal di
Simalungun merupakan pelanggaran berat dalam
KEJ dan UU Pers, namun tidak harus berujung
pada pembunuhan. Pihak yang keberatan dapat
melakukan hak jawab sesuai amanah UU Pers
dan langkah hukum lainnya.

Begitu juga terhadap peristiwa kebakaran dua
rumah di Karo dan Labuhan Batu, andai saja
peristiwa ini bukan kelalaian murni tapi akibat
dibakar dikarenakan adanya pemberitaan yang
dianggap tidak memenuhi kaedah jurnalistik,
termasuk adanya indikasi pemerasan ataupun
peristiwa kriminal lainnya yang dilakukan
wartawan, sudah seharusnya pihak-pihak yang
keberatan mengadukan ke Dewan Pers untuk
ditindaklanjuti.

Harapan kami, dua peristiwa kebakaran itu
murni kelalaian agar kami tak punya sakwasang-
ka, schingga tak lagi berasumsi apalagi bersikap
skeptis.

Tapi, andaikan peristiwa kebakaran ini rangka-
ian dari pemberitaan, usut dan adili agar kami
juga tegak menjaga marwah profesi.

Kita yang masih menjalankan tugas jurnalis-
tik, tak perlu ragu menjalankan amanah profesi.
Wartawan adalah profesi mulia. Walau berita
baik kita dinanti, jangan lelah mengkritisi, meski
beresiko dihabisi. Itu saja.(*)



